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Hukum Islam adalah aturan yang membawa misi agama yaitu
keadilan dan kemaslahatan. Mengingat bahwa pasca wafatnya baginda
Rasulullah Muhammad, maka seluruh umat Islam harus senantiasa
berpe teguh pada Nash yaitu al-Quran dan al-Sunnah, dan jika
ditemukan perkara baru yang dihadapi oleh umat Islam hendaklah
berijtihad dengan logika yang sehat.
Mulai dari situlah pamikiran-pemikiran para ulama dalam
benjtihad senantiasa berkernﬂaﬁg dan dinamis sepanjang zaman, hingga
g lahirlah para imam madzhab yang pendapatnya menjadi pedoman.
i Pada penerapannya di setiap negara dengan segala
[ tantangannya, maka lahirlah perubahan-perubahan hukum yang perlu
| diformulasikan dan diregistrasikan dalam peraturan perundang-undangan.
L Buku ini menghadirkan beberapa fulisan dengan judul yang
menarik baik di bidang hukum normatif maupun hukum positif di Indonesia.
Selain itu, buku ini ditulis oleh para ilmuwan yang sangat kompeten dalam
bidang hukum Isiam.
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas ijin Allah yang Maha Kuasa,
akhirnya buku ini yang berjulul Hukum Islam dan Legislasinya di
Indonesia dapat terselesaikan, meskipun masih banyak kekurangan,
baik dalam bentuk kalimat yang sangat sederhana, hingga esensi
dari materi yang ada. Untuk itu, besar harapan kami atas saran dan
masukan hingga dapat sempurnanya buku ini. Shalawat dan salam
senantiasa terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah saw., suri
tauladan yang tiada terputus, hingga kita selalu berharap syafa’at
dan pertolongannya selalu menyertai kita semua.

Buku ini adalah kumpulan bunga rampai yang ditulis oleh
beberapa sahabat dosen dan praktisi, mulai dari kajian yang sangat
sederhana, seperti hukum Islam, hingga beberapa catatan legislasi
hukum Islam di Indonesia, baik dalam bidang perkawinan,
ekonomi, maupun dalam bidang hukum tata Negara.

Harapan penulis, buku sederhana ini dapat menjadi acuan
dan referensi bagi akademisi, hingga dapat memberi manfaat bagi
orang banyak, amin.
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BAB HUKUM PERKAWINAN
ISLAM DALAM KAJIAN FIKIH
DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan secara bahasa memiliki makna yang sama
dengan perkawinan, yaitu pernikahan berasal dari bahasa Arab
yaitu nikah, sedangkan perkawinan adalah istilah yang sering
digunakan dalam bahasa Indonesia yang akar katanya adalah
kawin. Pernikahan atau perkawinan secara etimologi berarti
membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan
kelamin atau bersetubuh).! Kata kwin digunakan secara umum
untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses
generatif secara umum. ? Kata nikah dalam bahasa Arab berarti

1 Aninomaus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
Depertemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Kedua, h.
456. Lihat juga Abdullah Asseqaf, Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma
Baru Muslim Kaffih, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 13

2 Sulaiman al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah,
Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa , Kuais Mandiri Cipta Persada,
(Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5. Lihat juga Slamet Abidin, Fikih
Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9. Lihat juga Sohari
Syahrawi, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali
Press, 2010), h. 7 Aninomous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456



BAB LARANGAN PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
NORMATIF DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA

Gesit Yudha, ML.L.P.

A. Pengertian Larangan Perkawinan

Larangan dalam hukum Islam secara berasal dari kalimat
al-nahyu, secara etimologi yang berarti larangan, % sedangkan
secara terminologi adalah larangan melakukan suatu perbuatan,
yang muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang
lebih rendah (thalab al- fi’li min al-a’ld ili al-adnd). Menurut
pendapat ulama wushul adalah suatu lafaiz (ucapan) yang
dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada
orang yang lebih rendah tingkatannya daripadanya supaya
tidak mengerjakan perbuatan.¢”

Larangan juga dapat disebut mini’ yaitu sesuatu yang
adanya meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Dalam
suatu masalah, kadang sebab syard’ sudah jelas dan telah
memenuhi syarat-syaratnya, tapi ditemukan adanya mani’

6 *Abd al-Wahhab Abd al-Salam Thawilah, Atsar al-Lughah fi al-Ikhtilaf al-
Mujtahiddin, (Kairo: Dar al-Salam, tt.), h. 507. Lihat juga Asmawi,
Perbandingan Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2011). h. 229. Lihat juga
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,
(Yogyakarta: Liberty, 1982), Cet. Pertama, h. 31. Lihat juga Samsul Munir
Amin, Kamus Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 244

67 e Jub 4o m\;;i A e Jf AoV 4y Ay i) acl (Larangan adalah lafaz yang
muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah
daripadanya supaya tidak mengerjakan perbuatan).
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BAB HADHANAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM

NORMATIF DAN HUKUM

POSOTIF DI INDONESIA

Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,, M.H.I.

A. Pengertian Hadhanah
Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan
istilah “haddnah”. Secara etimologi, hadinah berasal dari kata

((@>) hadana artinya menghimpun, tinggal, memelihara,'?’

mengasuh dan memeluk,'?8 menepatkan sesuatu di depan ketiak
dan pusar.'?® Perkataan “al-hidn” berarti “rusuk”. Kemudian
kata “hadanah” dipakai sebagai istilah dengan arti “pengasuhan
anak”, yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di
pangkuan, karena seorang ibu yang mengasuh dan
menggendong anaknya sering meletakkannya pada tulang
rusuknya atau dalam pangkuan sebelah rusuknya,’® Seakan-
akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.’3!
Sedangkan secara terminologi hadinah yaitu pendidikan dan

127 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus wa
Dhuriyyah, 2007), hal. 104.

128 Muhammad Ibrahim al-Jamal, Figh Mar’ah al-Muslimah, alih bahasa;
Umar al-Syifa’i, (Semarang: al-Syifa’, 1981), hal. 450.

129 Syekh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, alih bahasa oleh Abd al-Ghofar
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 391.

130 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta:
Bulan Bintang, 2007), hal.137.

131 Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.
174.
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BAB

POLIGAMI DALAM
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

Dharmayani, S.H.I., Msy.

A. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dati kata poli artinya banyak dan
gami isteri.1”¢ Poligami berasal dari bahasa Yunani, polos, polus!’”
atau polys yang berarti banyak dan gamein atau gamos, yang
berarti kawin. Jadi poligini artinya adalah kawin banyak, atau
suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang
sama. 178 Atau dalam saat bersamaan seorang laki-laki kawin
dengan lebih satu istri. Istilah poligami berarti pada saat/waktu
bersamaan seorang laki-laki dengan banyak wanita atau wanita
dengan banyak laki-laki. 179

Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seorang
dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan:
perkawinan satu orang suami dengan dua orang isteri atau
lebih).180 Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua,

176 Abdul Rahman Ghazali, Fikh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 129

177 MA. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali
Press, 2010), h. 351

178 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.
151. Lihat juga Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 639

179 Daminikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia,
(Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), h. 17

180 Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmuah Populer,
(Surabaya: ARKOLA, 1947), h. 606
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BAB NIKAH DINI DAN
KONSEKUENSINYA
TERHADAP HAK ISTERI
DAN ANAK

Arif Fikri, M.Ag.

A. Batasan Usia Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang asal
katanya adalah kawin, yang menurut bahasa, artinya
memebentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan
hubungan kelamin atau bersetubuh,??? kawin digunakan secara
umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan
proses generatif secara umum. Sedangkan nikah, menurut
bahasa al-jam’u dan al-dhamu yang berarti kumpul.??* Maka
nikah (jawdj) bisa diartikan dengan agdu al-tajwij yang artinya
akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dati Arab
nikdhun yang merupakan masdar atau berarti berasal dari kata
kerja (fi'il mddhi) nakahan, sinonimnya tazawwaja yang dalam
bahasa Indonesia yang berarti Perkawinan.??

223 Aninomous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

224 Sulaiman al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah,
Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa , Kuais Mandiri Cipta Persada,
(Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5. Lihat juga Slamet Abidin, Fikih
Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9. Lihat juga Sohari
Syahrawi, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali
Press, 2010), h. 7

225 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
h. 11. Lihat Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi
Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam,
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BAB

A.

NIKAH MUT'AH DALAM
PERSPEKTIF AHLU
SUNNAH DAN SYIAH

Rudi Santoso, S.H.I.,, M.H.I, M.H.

Pengertian Nikah Mut’ah

Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang
laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz “tamattu,
istimta” atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah mut’ah
disebut juga kawin kontrak (muagqat) dengan jangka waktu
tertentu atau tak tertentu, tanpa wali atau saksi. Sayyid Sabiq
mengatakan bahwa nikah mut’ah disebut juga kawin sementara
atau kawin putus, karena karena laki-laki yang mengawini
perempuannya itu menentukan waktu, sehari atau seminggu,
atau sebulan. Dinamakan mut’ah karena laki-lakinya bermaksud
untuk bersenang-senang temporer.3%

Nikah mut'ah berbeda dengan nikah mu’aqqat (nikah
yang dibatasi umurnya), dalam nikah mut’ah, contohnya sighat
akad nikah mut’ah seorang laki-laki berkata kepada wanita “aku
nikah mut’'ah dengan engkau beberapa hari dengan mahar dua
dinar” atau “aku nikah mut'ah dengan engkau selama aku
tinggal dinegeri ini dengan mahar seribu dinar” atau “aku nikah
mut’ah dengan engkau satu bulan dengan mahar seribu Jenih”.
Wanita menjawab “aku terima”.

304 Beni Ahmad Soebani, Figh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
h. 55
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BAB NIKAH SIRRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM
NORMATIF DAN HUKUM
ISLAM

Rita Zaharah, S.Si.

A. Pengertian Nikah Sirri

Ada dua pemahaman tentang makna nikah sirri di
kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, Nikah sirri
dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di
Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah
sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, Nikah siri didefinisikan
sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah
dari pihak perempuan.

Banyak macam bentuk pernikahan yang menjadi
perselisihan diantaranya adalah nikah yang tidak dicatatkan
dalam lembaga resmi Negara, dalam hal ini ada beberapa istilah,
diantaranya:

1. Nikah Sirri

Nikah sirri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga
disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Nikah
sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya yang
berhak menjadi wali. Nikah siri dilakukan dengan syarat-
syarat yang benar menurut hukum Islam. hanya saja dalam
nikah sirri, pihak orang tua kedua belah pihak tidak
diberitahu, dan keduanya tidak minta izin atau meminta

179



BAB
STATUS ANAK DARI

PERKAWINAN HAMIL

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

A. Pengertian

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal,
atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui
hubungan suka-sama suka diluar nikah yang disebut dengan
perzinaan/ portitusi.33

Nikah hamil sering diartikan dalam kajian arab dengan
istilah (al-tazawwuj ni al-haml), yang diartikan perkawinan
seorang pria dengan seorang 193anita yang sedang hamil. Hal
ini terdapat dua kemungkinan; dihamili dahulu baru dinikahi,
atau dihamili oleh orang lain dan kemudian dihamili oleh orang
lain yang bukan menghamilinya.

Bayi yang dilahirkan dari hasil pernikahan hamil dahulu,
disebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah ibn al-zinaa (anak
zina) atau ibn al-mula’ana (anak dari orang yang terlaknat). Jadi
nama tersebut bukan nama bayi yang dilahirkan iru, yakni nama
tersebut dinisbatkan kepada kedua orang tua yang telah berbuat
zina, atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi
yang dilahirkannya tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi atas
dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.33”

336 M.Anshari MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 58

37 Mahjuddin, Masa'il al-Fighiyyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 48. Lihat
juga Muhammad Ali Hasan, Masa'il Fighiyah al-Haditsah, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1995), h. 96
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BAB

A.

STATUS HUKUM
PERKAWINAN BEDA
AGAMA

Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Pengertian dan Sejarah Nikah Beda Agama

Nikah adalah salah satu cara untuk melestarikan
kelangsungan hidup manusia, al-Qur'an dan al-Sunnah
menganjurkan agar orang yang sudah mampu untuk menikah
agar segera menikah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika
pernikahan itu terjadi diantara dua orang yang berbeda

keyakinan, atau yang disebut dengan nikah beda agama. 345

Al-Qur’an telah mengisahkan bahwa pernikahan beda
agama telah terjadi jauh waktunya sejak di masa-masa sebeluk
kenabian Muhammad saw., diantaranya kisan Nabi Nuh, Nabi

Luth, dan Ilain-lain, sebagaimana diabadikan al-Qur’an.

Beberapa ayat dibawah ini mengungkapkan kasus pernikahan

beda agama dimaksud.

Ada lima macam pernikahan sepanjang sejarah umat
manusia, yaitu:

1. Pernikahan antara laki-laki dengan perempuan kafirah,
diantaranya pernikahan Nabi Nuh dan isterinya, dan
terutama antara nabi Luth dan isterinya. Keduanya adalah
muslimin mukminan yang sangat taat dan shalih; sementara
masing-masing isterinya, baik isteri nabi Nuh maupun Nabi
Luth, keduanya tergolong kedalam deretan orang-orang
kafir, fasik dan munafiq.

345 Ali Yusuf al-Subki, Figh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 139
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BAB

PERCERAIAN DAN
KONSEKUENSINYA

TERHADAP HAK DAN
TANGGUNG JAWAB ANAK

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

A. Perngertian Thalak

Talak diambil dari kata ithlag artinya melepaskan atau irsal
memutuskan atau tarkun, meninggalkan, firaakun, perpisahan.
Yang dimaksud dengan thalak dalam melepaskan perkawinan
dengan lafadz talak atau sebangsanya. Dalam istilah agama,
thalak melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya
perkawinan.3¢¢ Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, talak
adalah ikrar suami dihadapan siding Pengadilan Agama karena
suatu sebab tertentu.36”
Menurut istilah syara’, talak yaitu:

2
7 » { - /f - /‘f - -
2oy I BN 2G5 3 3k )=
“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami
isteri”.

366 Muhaad Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993),
h. 97

367 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia,
2000), h. 158

368 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1983), h. 206
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BAB

PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEREMPUAN DAN

ANAK DI NEGARA-NEGARA
MUSLIM MODERN

Dr. Fathul Mu’in, M.H.I

A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan
Anak
Keluarga merupakan salah satu struktur dasar dalam
masyarakat di mana anggotanya saling berinteraksi, berbagi
tanggung jawab, dan mendukung satu sama lain dalam berbagai
aspek kehidupan. Keluarga dibangun dengan tujuan mulia, dan
tidak terlepas dari ketentuan agama,*!2 penuh ketentraman serta
kasih sayang.#1® Konsep keluarga dapat bervariasi antara
budaya, agama, dan masyarakat, tetapi umumnya mencakup
orang-orang yang tinggal bersama di bawah satu atap dan
memiliki hubungan emosional dan sosial yang kuat. Keluarga
juga merupakan tempat untuk belajar, tumbuh, dan
berkembang.414 Di dalam kehidupan keluarga, yang cukup
rentan mendapat perlakuan tidak adil atau kekerasan adalah
perempuan dan anak.

412 Muhammad Asnawi, ‘Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan’,
Yogyakarta: Darussalam, 2004, h. 19.

413 Ahmad Azhar Bashir, Hukum Perhawinan Islam (Yogyakarta: UII Press,
1997), h.14.

414 Fathul Mu’in and Hendriyadi Hendriyadi, ‘Analisis Perbandingan
Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia’, El-Izdiwaj: Indonesian
Journal of Civil and Islamic Family Law, 1.1 (2020). h. 80.

248



KONSTRUKSI KEWARISAN
DALAM SISTEM HUKUM DI
I INDONESIA

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

A. Konstruksi Kewarisan dalam Hukum Islam
1. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui
beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam,
seperti figh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan.
Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih
bertumpu pada kata mawaris dan faraidh. Kata mawaris
diambil dari bahasa Arab. Mawaris bentuk jamak dari al-
mirats adalah bentuk masdar dari waritsa-yaritsu-irtsan-
miratsan  yang semakna dengan yang berarti harta
peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang
meninggal 430

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian al-mirats adalah
perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau
dari satu kaum kepada kaum lain. Sedangkan ditinjau dari
segi istilah ilmu fardidh, pengertian al-mirats adalah
perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang
meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup,
baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-

430 M. Dhamrah Khair, Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni, (Bandar
Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h.11
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AKTUALISASI HUKUM
ISLAM DALAM LEGISLASI
I 3 HUKUM INDONESIA

M. Yasin al Arif, S.H., M.H.

A. Pruralisme Hukum Indonesia

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman,
secara inheren memiliki sistem hukum yang pluralistik.
Meskipun hukum positif Eropa, warisan dari masa kolonial
Belanda, telah menjadi fondasi utama dalam pengembangan
hukum di negara ini, peran penting hukum Islam dan hukum
adat tetap tak terpisahkan dari proses legislasi. Hukum Islam
dan hukum adat telah ada dan berlaku sejak sebelum Indonesia
menjadi sebuah negara berdaulat.50!

Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat tiga sistem
hukum utama: sistem hukum sipil atau civil law yang berasal
dari pengaruh Barat, sistem hukum Islam yang berkembang
akibat mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama
Islam, dan hukum adat yang merupakan tradisi yang telah
berlangsung sejak masa prasejarah,5?2 berupa kebiasaan dan
norma yang diterima secara luas. Sistem hukum barat diadopsi
sebagai konsekuensi dari 350 tahun penjajahan Belanda,

501 Agus Moh Najib, “Reestablishing Indonesian Madhhab: “Urf and the
Contribution of Intellectualism,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 58,
no. 1 (2020), https:/ /doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208.

502 M. Yasin al Arif, “Internalization of Maqasid Al-Syari'ah in Judge’s
Decision” (1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies
and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), Atlantis Press, 2020), 206-10,
https:/ /doi.org/10.2991/assehr.k.201113.039.
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